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ABSTRAK

Skripisi ini berjudul Pembatalan Pelaksanaan Perjanjian P

Pgrklwiﬂnn Pada Masa Pandemi Covid-19. Ajwalj tahu:' %&: “rrlxlu‘;::k:rt
diresahkan dengan munculnya penyakit Coronavirus Disease ( Coﬂti-l‘)), dimana
karena penyakit ini menyebabkan 'pemen'nmh menggeluarkan peraturan mengenai
larangan mqnbuat kerumunan Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa akibat
hukum dari pembatalan pelaksanaan perjanjian penggunaan vendor perkawinan
pada masa Pandemi Covid-19 dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap
pembata'lan pelaksanaan perjanjian penggunaan vendor perkawinan pada masa
Pandemi Covid-19. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Sehubungan dengan hal di atas, maka kesimpulan yang diambil adalah akibat
hukum dari pembatalan perjanjian vendor (Wedding Organizer Eviar) adalah pada
pembayaran pertama atau down payment tidak dapat dikembalikan atau hangus dan
apabila telah melakukan pembayaran tahap kedua atau pelunasan maka
dikembalikan sebanyak 50%, hal ini berlaku jika pembatalan dilakukan oleh
pengguna vendor Wedding Organizer, sebaliknya jika pembatalan dilakukan oleh
pemilik vendor Wedding Organizer, maka segala kerugian yang berhubungan
dengan perjanjian akan menjadi tanggungjawab sendiri (Pasal 8 Perjanjian Wedding
Organizer Eviar). Sedangkan dimasa Pandemi Covid-19, akibat dari pembatalan
perjanjian, para pihak sepakat menanggung kerugian masing-masing (Pasal 9
Perjanjian Wedding Organizer Eviar). Dan upaya penyelesaian terhadap
pembatalan pelaksanaan perjanjian vendor perkawinan (Wedding Orgamizer Eviar)
pada masa Pandemi Covid-19 adalah melakukan pertemuan untuk renegosiasi
tentang pengunduran tanggal pelaksanaan perjanjian, namun jika upaya
penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak
akan menyelesaikan secara hukum dan dengan segala akibatnya memilih kediaman
hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang (Pasal 10
Perjanjian Wedding Organizer Eviar).

Kata kunci: Pandemi Covid-19, Perjanjian Vendor Perkawinan, Force Majeure

Palembang, 20
Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu
|
(ke d5S~ 46%4*
Mubamad Rasyid, S.H., M.Hum, Theta Murty S.H., M.EL
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o

NIP.197307281998021001



BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin beraneka ragam dan
banyak juga perkembangan yang terjadi di bidang sosial, ekonomi, hiburan,
teknis dan industri. Dengan perkembangan ini, gaya hidup masyarakat mulai
berubah menjadi modernis. Perubahan gaya hidup ini menuntut orang untuk
memperoleh sesuatu dengan cara yang efektif. Dalam rangka mewujudkan
gaya hidup tersebut maka sektor usaha perdagangan merupakan salah satu
sektor yang terus berkembang. Dalam perkembangan sektor ini pelaku usaha
dan ekonomi harus selalu kreatif dan memiliki kreativitas yang lebih besar
dalam menghadapi peluang usaha yang ditimbulkan oleh perkembangan
tersebut. Bisnis layanan perkawinan dan perlengkapan adalah salah satu yang
terbaru dan akan terus berkembang. Dengan perkembangan gaya hidup yang
mempengaruhi sektor usaha perdagangan jasa perkawinan maka diperlukan
wadah yang dapat menampung perkembangan sektor tersebut. Selain itu perlu
adanya suatu tempat yang dapat memberikan informasi publik yang
membutuhkan informasi yang lengkap tentang perkawinan. Untuk memenuhi
kebutuhan tersebut manusia mengikatkan diri pada kedua belah pihak melalui
kerjasama, kerjasama ini untuk mencapai kesepakatan dengan vendor

perkawinan.

Perjanjian penggunaan vendor perkawinan itu sendiri dapat diartikan

sebagai tindakan di mana kedua belah pihak sepakat untuk menjalin satu atau



lebih kontak dengan calon pengantin dalam bentuk persewaan bangunan
pernikahan, catering atau hal-hal lain yang diperlukan pada saat perkawinan

hingga resepsi perkawinan.

Di awal tahun 2020, masyarakat internasional diresahkan dengan
munculnya penyakit yang mengganggu dan menyerang sistem pernafasan
pada manusia dan dapat membawa penyebab dari kematian. Penyakit tersebut
dinamakan dengan Coronavirus Disease (Covid-19), dan timbul akibat virus
baru yang disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-
CoV-2).! Penyakit ini mula-mula dilaporkan di Kota Wuhan, China dan telah
meluas ke lebih dari 190 negara. Tertanggal 11 Maret 2020 World Health
Organization (WHO) memberitahu dan mengumumkan bahwasannya wabah
dari Covid-19 adalah sebagai pandemi global.? Pada kasus yang terjadi di
Indonesia sendiri, kasus Covid-19 pertama kali dikabarkan pada tanggal 2
Maret 2020, yaitu berjumlah 2 kejadian (kasus). Data per tanggal 31 Maret
2020 mengungkapkan bahwasannya terdapat 1.528 kasus yang telah
terkonfirmasi dan kasus kematian sebanyak 136. Indonesia sendiri memiliki

angka kematian akibat Covid-19 sebesar 8,9%, tertinggi di Asia Tenggara.’

Oleh sebab itu Pemerintah menganjurkan agar masyarakat Indonesia

melakukan physical distancing atau pembatasan jarak serta belajar/bekerja

! Imamatul Silfia, https://www.kompas.com, Serba-serbi Virus Corona, Dari Ciri-ciri,
Bentuk, Hingga Penyebarannya, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 21.00 WIB

2 Mela Arani, https://www.kompas.com, Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada
Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 21.10
WIB

3 Adityo Susilo, dkk, 2020, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, Jurnal
Penyakit Dalam Indonesia. Vol. 7, No. 1, him. 46.


https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/17/183100523/serba-serbi-virus-corona-dari-ciri-ciri-bentuk-hingga-penyebarannya
https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/17/183100523/serba-serbi-virus-corona-dari-ciri-ciri-bentuk-hingga-penyebarannya

dari rumah untuk mencegah penyebaran dari wabah virus Covid-19. Usulan
dari pemerintah ini disertai dengan dikeluarnya sejumlah landasan hukum, di

antaranya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
dalam  Rangka  Menghadapai Ancaman yang Membahayakan
Perekonominan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease (Covid-19);

3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

5. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non
alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana

Nasional;



7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan,

realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka

percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pembatasan Sosiak Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penaganan

Corona Visur Disease 2019 (Covid-19).

Sama halnya dengan pengadaan perkawinan (akad dan resepsi

perkawinan), pemerintah juga mengeluarkan imbauan untuk tidak menggelar

acara dengan jumlah banyak orang yang terdapat di dalam Maklumat Kepala

Kepolisian RI Nomor MAK/2/I1I/2020 Tahun 2020 tentang Kepatuhan

terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona

(Covid-19) (Poin 2 huruf A) yang berbunyi:*

Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan

berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun
di lingkungan sendiri, yaitu:

1.

R

Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan
dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan
lainnya yang sejenis;

Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar
malam, pameran, dan resepsi keluarga;

Kegiatan olah raga, kesenian, dan jasa hiburan;

Unjuk rasa, pawai, dan karnaval; serta

Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.

* Sigar Aji Poerana, https://www.hukumonline.com, Pesta Perkawinan Batal Akibat
Covid-19, Bagaimana ‘Nasib’ DP ke Vendor?, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 22.55

WIB.



https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e8c206e6770a/pesta-perkawinan-batal-akibat-covid-19--bagaimana-nasib-dp-ke-ivendor-i/

Untuk mengendalikan laju penyebaran dari Covid-19, perkawinan yang
sedianya disiapkan tidak dapat digelar atau diselenggarakan saat pandemi
sedang berlangsung, namun yang menjadi permasalahan adalah beberapa
pihak sudah membayar down payment atau uang muka kepada vendor sebagai
pemilik dari tempat perkawinan atau resepsi perkawinan, catering atau
kebutuhan lainnya yang diperlukan. Down payment atau uang muka dapt juga
dikatakan setoran dari penyelenggara acara ke vendor yang akan dibayarkan
pada setelah acara berlangung. Umumnya apabila disuatu hari penyelenggara
acara melakukan pematalan acara, maka down payment atau unag muka tidak
dapat dikembalikan dari vendor karena dianggap sebagai kompensasi yang
dibayarkan kepada vendor tersebut. Namun pembatalan dari pihak
penyelenggara bukan hanya tidak memiliki alasan, penyelenggara dari suatu
acara tersebut, atau dalam hal ini jika terjadi force majeure atau keadaan
memaksa, maka debitur atau dalam hal ini adalah penyelengara acara terebut
dapat membatalkan perjanjian dengan meminta down payment yang diberikan
kepada si penjual atau pemilik vendor’ dengan meminta kembali down
payment yang sudah diberikannya kepada pemilik vendor tersebut. Atau juga
dapat memberikan opsi atau pilihan seperti penundaan perkawinan dengan

merubah tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pada penjelasan dan penggambaran yang telah diuraikan

diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul

5 Legalku, https://www.legalku.com, Pengembalian DP Dana Acara dari Vendor Acara
Akibat Covid-19, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 23.04 WIB.



https://www.legalku.com/id/pengembalian-dp-dana-acara-dari-vendor-acara-akibat-covid-19/

“PEMBATALAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN

VENDOR PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tentang Pembatalan Pelaksanaan Perjanjian

Penggunaan Vendor Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19, maka

permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apa akibat hukum dari pembatalan pelaksanaan perjanjian penggunaan
vendor perkawinan pada masa Covid-19?

2. Bagaimanakah upaya penyelesaian pembatalan pelaksanaan perjanjian
penggunaan vendor perkawinan pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan penjelasan dari pembahasan yang telah diperinci di atas,
maka dari itu tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian skrispi
ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum dari pembatalan
pelaksanaan perjanjian penggunaan vendor perkawinan pada masa Covid-
19.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya penyelesaian pembatalan
pelaksanaan perjanjian penggunaan vendor perkawinan pada masa
Covid-19.

D. Manfaat Penelitian
Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat

kepada penulis dan pembaca, antara lain:



1. Manfaat Teoritis
Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat menerapkan
dan bermanfaat kepada anggota-anggota akademi hingga bermanfaat secara
luas untuk masyarakat umum sebagai ilmu mengenai hukum serta berguna
untuk memajukan Ilmu Hukum di bagian Perdata yang memiliki kaitan
dengan: Pembatalan Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Vendor

Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil dari penelitian ini secara berdaya guna untuk dinantikan dapat
memiliki manfaat untuk pekerja-pekerja dibidang hukum, dibidang
akademi maupun bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat pada
umumnya perihal Pembatalan Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan
Vendor Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19.

b. Hasil dari penelitian ini mampu untuk memberikan suatu informasi-
informasi yang bermakna terhadap penulis sebagai pribadi dikarenakan
hasil daro penelitian ini memiliki manfaat pengetahuan dalam
meningkatkan kemahiran untuk membuat pendalaman dalam bidang
hukum.

E. Ruang Lingkup
Untuk mencapai dan memperoleh suatu bayangan yang nyata, dan mudah
dimengerti perihal pengkajian dari skripsi ini, juga berserta untuk menghindari
supaya pembahasan mengenai kajian skripsi ini tidak menyelewang dari

masalah yang diambil oleh penulis, untuk itu penulis membatasi ruang lingkup



pembahasan Pembatalan Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Vendor

Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19.

. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka gagasan, teori, atau tesis tentang kasus
atau masalah, dan kasus atau masalah tersebut menjadi bahan pembanding,
pedoman teori yang disetujui atau tidak disetujui.® Teori yang akan digunakan

dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian itu sendiri menurut pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu
tindakan di mana suatu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada satu atau
dua orang atau lebih. Berdasarkan pendapat dari Prof. R. Subekti’
Perjanjian ialah kejadian yang di mana satu orang melakukan perjanjian
dengan seseorang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan
sesuatu.

Perjanjian mempunyai beberapa unsur-unsur, yang pertama yaitu
essensialia yang dimana unsur ini harus termuat dalam perjanjian,
dikarenakan unsur essensialia memiliki sifat mutlak, jika unsur tersebut
tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tidak dapat memenuhi persyaratan.
Yang kedua adalah unsur naturalia yang berartikan peraturan-peraturan

tersebut harus bersifat mengikat. Dan yang terakhir ialah unsur

6 M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Illmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, him. 80
7 R. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, hlm. 1



accidentalia merupakan bagian tambahan dari perjanjian keduabelah
pihak.

Ada beberapa jenis perjanjian, salah satunya ialah perjanjian sewa-
menyewa. Definisi dari perjanjian sewa-menyewa terdapat Pasal 1548
KUHPerdata yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lain untuk
kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran
suatu harga yang oleh pihak-pihak disanggupi pembayarannya.

Kewajiban dari pihak yang menyewakan ialah menyerahkan suatu
barang yang disewakannya pada si penyewa, menjaga barang yang
disewakan agar dapat dipakai untuk tujuan yang dimaksudkan, dan
memberi kepada si penyewa suatu kenikmatan dari barang yang
disewakan selama masa sewa berlangsung. Sedangkan si penyewa
diwajibkan memanfaatkan barang yang disewakannya sebagai "bapak
rumah yang baik" sesuai dengan maksud dari perjanjian sewa-menyewa
tersebut, dan terakhir si penyewa harus melakukan pembayaran sewa pada
waktu yang telah disepakati bersama-sama.?

Pada suatu perjanjian kadang-kadang terdapat perdebatan atau
suatu perselisthan dimana salah satu pihak gagal melaksanakan
kewajibannya (prestasi) sesuai yang telah disepakati bersama, dalam hal
ini biasa disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi sendiri

diatur di dalam Pasal 1243 KUHPerdata yaitu penggantian biaya, rugi dan

8 R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 42-43.



bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan
apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap
melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya
hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukanya. Akibat dari adanya wanprestasi atau ingkar janji ini ialah
penagihan/penuntutan pelaksanaan kewajiban suatu prestasi oleh si
kreditur, dan pembayaran berupa kompensasi atau ganti rugi oleh debitur
kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata), beban risiko beralih pada
kerugian debitur apabila kendala tersebut timbul dikarenakan setelahnya
debitur melakukan wanprestasi/ingkar janji terkecuali apabila adanya
suatu perbuatan yang disengaja ataupun perbuatan yang salah dari pihak
kreditur oleh karenanya debitur tersebut tidak diperkenankan untuk
berpedoman terhapap keadaan yang bersifat memaksa, dan yang terakhir
kreditur dapat membebaskan dirinya dari pemberian kewajiban
memberikan kontra prestasi di dalam perjanjian timbal balik dengan
ketentuan dari Pasal 1266 KUHPerdata.’

Namun, tidak semua pelanggaran perjanjian dapat dituntut untuk
mendapatkan ganti rugi, karena jika salah satu pihak gagal melaksanakan
kewajibannya (prestasi), yang bukan dikarenakan kelalaian atau niat jahat
yang disengaja, sehingga pihak tersebut bisa dibebaskan dari ganti rugi.
Keadaan yang seperti ini adalah keadaan memaksa (force majeure). Force

majeure menjadi penyebab ketidakmampuan debitur untuk melaksanakan

® Firman Floranta Adonara, 2014, Aspek-Aspek Hukum Perikatan, Bandung: CV. Mandar
Maju, hlm. 63.
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kewajibannya dan pengampunannya sesuai dengan kewajiban yang telah
ditetapkan sebelumnya dan juga pada waktu yang telah ditetapkan.

Force Majeure atau keadaan memaksa yang diatur dalam Pasal
1244 KUHPerdata tidak hanya terkait dengan pembayaran ganti rugi saja,
tetapi berkaitan juga dengan beban pembuktian, yaitu dalam jikalau
terjadinya wanprestasi, jika debitur tidak dapat melakukan pembuktian
bahwa tidak dilaksanakannya suatu perjanjian dikarenakan suatu peristiwa
yang tidak dapat diduga-duga sebelumnya ataupun di luar dari
kesanggupan seorang debitur. Pasal 1245 KUH Perdata menjelaskan
bahwasannya jika wanprestasi ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak
dapat diduga-duga ataupun debitur tidak dapat menanggungnya, maka
debitur dibebaskan untuk membayar ganti rugi.'”

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut pendapat dari Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum
adalah suatu jaminan penegakan hukum, dan bahwasannya yang
mempunyai suatu hak yang sesuai dengan hukumnya dapat memperoleh
hak dan jaminan dan bahwa ia dapat menegakkan keputusannya.'!

Kepastian hukum ialah pembahasan yang semata-mata dapat
dijawab dikarenakan berpedoman terhadap pedoman-pedoman atau

kaidah, bukan dari perspektif dari ilmu perihal sifat atau perilaku

10 Ibid, hlm. 67-68.
11 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty,
him. 160.
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masyarakat (sosiologis).!? Kepastian hukum yang memiliki sifat normatif
ini mengacu pada perumusan dan diundangkannya regulasi secara jelas
dan logis. Dalam artian tidak akan menimbulkan kecurigaan atau keragu-
raguan (multi tafsir), dalam arti akan menjadi suatu sistem norma dengan
norma-norma lain, sehingga tidak akan bertentangan atau membentuk
konflik norma.

Inti dari kepastian hukum adalah hukum yang hanya membuat
aturan umum. Sifat umum aturan tersebut membuktikan bahwa hukum
tidak dimaksudkan untuk membawa keadilan atau kemanfaatan, tetapi

hanya untuk kepastian.'3

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum atau /egal research merupakan Kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika dan gagasan tertentu, bertujuan untuk
mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui analisis.'*
Sementara itu, pengertian dari metode penelitian adalah penjelasan atau
paparan secara ilmiah yang dipakai dan dimanfaatkan di dalam suatu

penelitian.

1. Jenis Penelitian

12 Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.

13 Achmad Ali, 2002, Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),
Jakarta: Toko Gunung Agung, him. 82.

4 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, hlm. 32.
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Jenis dari penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam
melakukan penulisan mengenai skripsi ini ialah jenis penelitian yuridis
normatif. Jenis penelitian yuridis normatif menyatakan mengenai dogma
ataupun akidah-akidah di dalam ilmu hukum.?® Penelitian ini dikerjakan
dengan cara menganalisis hukum perundang-undangan dari berbagai
aspek untuk mengkaji suatu masalah, antara lain teori, sejarah,
perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi,
konsistensi, interpretasi umum, bentuk dan hukum yang mengikat
undang-undang.’® Penelitian ilmu hukum ini meupakan pengkajian
terhadap bahan-bahan hukum (bahan hukum primer dan badan hukum
sekunder).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti untuk membahas lingkup
ruang, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang
esensi karya ilmiah.'” Dalam penelitian ini penulis menggunakan

beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

a. Statue Approach atau Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan

menggunakan pendekatan secara luas dan pendekatan secara

15 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

16 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, him.102.

17T Made Pasek Diantha, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Kencana,
hlm. 156.
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sempit.!® Pendekatan ini dijalankan dengan membahas dan mengkaji
suatu peraturan ketentuan (undang-undang) terkait dengan
permasalahan hukum yang dikaji. Peneliti juga perlu mengkaji
mengenai landasan filosofis dari masing-masing regulasi yang telah
disebutkannya, unutk menjadi regulasi dari suatu pendekatan

perundang-undangan.

b. Conceptual Approach atau Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum.
Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam dengan merujuk
perundang-undangan sarjana ataupun doktrin hukum.' Peneliti perlu
mengacu pada asas hukum yang secara jelas bersumber dari undang-

undang.

3. Sumber Bahan — Bahan Hukum
Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai
sifat yaitu autoritatif, artinya bahan hukum yang bersifat otoritas

berupa peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum.?°

18 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum : Edisi revisi, Jakarta: Prenada Media,
hlm. 137.

19 Ibid, hlm. 178.
20 Jbid, him. 181.
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Atau dapat dikatakan bahwa bahan hukum utama adalah peraturan

tertulis yang dirumuskan oleh negara, yaitu:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b) Maklumat Kepala Kepolisian Negara Rl Nomor MAK/2/111/2020
Tahun 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah

dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

b. Bahan Hukum Sekunder
Yang digunakan pada bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan
yang dipakai untuk memperjelas mengenai bahan hukum primer.
Bahan hukum sekunder biasanya dapat berupa buku-buku, jurnal-
jurnal, internet, dan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para
ahli hukum.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dipakai
untuk menyokong dan memberikan suatu informasi mengenai bahan
hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik untuk melakukan pengumpulan bahan hukum ini memakai
metode /library research. Bahan hukum sekunder terkait penelitian ini

dikumpulkan dari berbagai buku, kamus, dan ensiklopedi karya ilmiah,
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asalkan mendukung teori tertulis, jurnal, dan contoh kasus terkait masalah
penelitian.??
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis mengenai bahan-bahan hukum yang digunakan
penulis ialah Teknik yuridis kualitatif, di mana metode ini menyusun data
yang ditemukan secara sistematis agar dapat medapatkan mengenai
kejelasan dari permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis di dalam
penelitian ini ialah secara deduktif, yang dimana memiliki artian yaitu
cara berpikir berdasarkan hal-hal umum, kemudian menarik kesimpulan

khusus berdasarkan pokok permasalahan tersebut.??

2l Johhny Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:
Bayumedia Publishing, him. 241-242.

22 Surakhmad Winarmo, 1994, Pengantar Penelitian Illmiah Dasar Metode Tekhnik,
Bandung: Tarsio, him.17.
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SURAT PERJANJIAN KERJA
JASA WEDDING ORGANIZER

NO /SPK/EVIARWO

Pada hari ini tanggal 22 Agustus 2020 telah diadakan Perjanjian Kerja oleh dan antara:

Nama : M Fitrian Garida

No KTP : 1671072905890006

Alamat Kantor : JI. Sultan Mahmud Badaruddin Il KM 12 Palembang
Status : CEO Eviar Wedding Organizer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Eviar Wedding Organizer dan selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama
No KTP
Alamat

Status

Nama
No SIm
Alamat

Status

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah penyedia jasa Wedding Organizer yang akan
mempersiapkan dan melaksanakan acara pernikahan (Akad nikah & Resepsi) Pihak
kedua dari persiapan awal sampai dengan hari M ;

2. Jangka waktu service diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah
sejak Kwitansi pembayaran diterbitkan dan dituangkan secara detail pada Surat
Perjanjian Kerja yang ditandatangani sampai dengan acara selesai (Resepsi) ;

3. Bahwa Pihak Pertama menawarkan kepada Pihak Kedua Paket Wedding Organizer
Gold (Rp 9.000.000,-), yang mengakomodir 2 acara, yaitu Akad Nikah dan Resepsi.

4. Bahwa Pihak Kedua bersedia menerima penawaran Paket Wedding Organizer dari
Pihak Pertama untuk melaksanakan acara pernikahan Pihak Kedua (Akad nikah &
Resepsi)
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Untuk pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakdt bordl
mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD

Pihak Pertama bermaksud memberikan jasa Wedding Organizer kepada Pihak Kedua
berupa Paket Wedding Organizer Gold dan Pihak Kedua telah menyatakan persetujuannya

Pasal 2
WAKTU KEGIATAN

Waktu kegiatan pemberian Jasa Wedding Organizer oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua
adalah sejak kwitansi pembayaran dikeluarkan dan tertuang secara lebih detail pada Surat
Perjanjian Kerja ini ditandatangani sampai dengan acara pernikahan Pihak Kedua selesai.

Adapun jadwal acara pernikahan Pihak Kedua sebagai berikut :
1. Akad Nikah
a. Tanggal
b. Lokasi
¢. Waktu
2. Resepsi
a. Tanggal
b. Lokasi
c. Waktu

Pasal 3
PAKET WEDDING ORGANIZER

Bahwa Pihak Kedua sepakat memilih dan mengambil Paket Wedding Organizer Gold dari
Pihak Pertama.

Pasal 4
FASILITAS PAKET WEDDING ORGANIZER GOLD

Fasilitas paket sebagaimana tersebut pada pasal 3 sebagai berikut :
1. Kru WO akad nikah sebanyak S orang
2. Kru WO resepsi sebanyak 10 orang
3. Pembawa acara / MC sebanyak 1 orang
4. Durasi kerja per acara maksimal 6 jam (Akad nikah / resepsi)
5. Konsultasi & rekomendasi vendor
6. Booking , koordinasi, dan monitoring vendor
7. Technical meeting, testfood, dan fitting pakaian
8. Profesional kru WO
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Pasal 5
SISTEM PEMBAYARAN

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa sistem pembayaran paket Wedding
Organizer Gold sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama / DP sebesar Rp 2.000.000,-

2. Pembayaran kedua atau pelunasan maksimal pada H-14 hari sebelum acara

pernikahan (Akad nikah)
Seluruh pembayaran dilakukan secara transfer kepada rekening BCA 7985252271 an M,

Fitrian Garida dengan disertai bukti transfer yang valid/ sah yang diakui oleh kedua belah
pihak.

Pasal 6
PERUBAHAN

Apabila dipandang perlu oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, perjanjian ini dapat diubah,
baik menyangkut isi materi maupun syarat-syaratnya yang harus dibuat berdasarkan
kesepakatan tertulis kedua pihak antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Pasal 7
WANPRESTASI

1. Apabila dalam pembayaran sebagaimana tersebut pada pasal 5, Pihak Kedua tidak dapat
memenuhi kewajibannya (wanprestasi) untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan, maka Pihak Kedua dianggap telah melakukan pembatalan secara
sepihak.

2. Apabila Pihak Pertama didalam pelaksanaan perjanjian ini tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana yang tersebut pada pasal 4 kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dianggap
telah melakukan pembatalan secara sepihak dan wajib memberikan ganti rugi kepada Pihak
Kedua (Apabila muncul kerugian).

Pasal 8
PEMBATALAN

1. Surat Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan
pihak lainnya.
2. Pembatalan sepihak oleh Pihak Kedua, maka terhadap segala pembayaran
diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
a. Pembayaran pertama / DP sebagaimana tersebut pada pasal 5 angka 1, tidak dapat
dikembalikan / hangus;
b. Pembayaran kedua / pelunasan sebagaimana tersebut pada pasal 5 angka 2

diberlakukan pemotongan pengembalian sebesar 50%.
1. Pembatalan sepihak oleh Pihak Pertama, maka terhadap segala kerugian vyang
berhubungan dengan perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
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Pasal 9
FORCE MAJEURE

1. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa
diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan
menggagalkan terlaksananya acara, seperti bencana alam, epidemik, peperangan,
pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan
pemerintah khususnya yang disebabkan karena keadaan diluar kemampuan manusia.

2. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara
sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

3. Terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama,
maka Pihak Kedua tidak dapat menuntut pengembalian dana kepada Pihak Pertama
dan terhadap pembayaran yang belum dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama, maka Pihak Pertama tidak dapat menuntut pembayaran lanjutannya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian, maka
Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah
untuk mufakat.

2. Apabila upaya untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana tersebut pada angka 1
pasal ini tidak mencapal kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan
secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih kediaman hukum
yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang

Pasal 11
1 PENUTUP

Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi,
materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan
dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak
manapun juga. Kedua belah pihak menyatakan dengan ini telah menerima, memahami, dan
menyetujul seluruh isi perjanjian ini.

Palembang,
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